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WALIKOTA TUAL
FROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBA HAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuaj dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapaian
dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, antar jenis

belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan




R s

Mengingat:

dalam Tahun Anggaran 2017 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Takun Anggaran 2017; '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I dalam wilayah
Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan

Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggdraan Negara yang bersth dan Debas dari Korupsi, Kolusi .

dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); .o

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Nepera Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharasan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

Undang-Unds[rig Nomor 15 Tahun. 2004 tenteng Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun. EDQ‘{- Nomor 66, Tambshan Lembaran Negars Republik ndonesia
Noinor  4400); S .
'Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangsn Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nnn}_{}r 126, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 4438); ’

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentuksn Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tanibahan Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajalc dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentsng Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23:Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah tergkhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahean Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028}, .

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawﬁsan atas Penyelenggaraan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); ] |

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 90, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk ketiga, kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Raicyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomclr 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Peritnbangan {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kepangan Dgerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tehun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran HNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republﬂ:
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengaweasan atas Penyelenggarsan Daerah

‘(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan i{incrja Ingtansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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28.

29,

30,

31.:

32.

33,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratumn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tertang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Cena Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanp Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864);

Peraturan Pemerintah Nomor i8 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan Adminpistratif Pimpinan dan Anggota Dewa
Perwaldlan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonegis Tahun 2017 Nomor 106, Tambshan Lemberarn
Republik Indonesia Nomor 6057}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 I:entang Sta.ndansam Sarana dan Prasaranae Kerja Pemierintah
Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarans dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah; _

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tshun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keéuangan Daerah,
sehagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Talum 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang F‘f:duma.n Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sesial yang bersumher dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; : :

. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 8) Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);




35.

36.

37.

38.

39,
40,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan\ Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2017 {Berita Negara Republik: Indonesia, Tahun 20i6 Nomor 874) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor (25);

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional  [Benta Negdra. Republik Indonesia Tzhun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Daerah, Kota Tual Nomor 03 Tahun 2000 tentang tentang Pokok-Pokok: Pengelolaan Kenangan Daergh
sebagaimana teah diubah dengan Peraturan Naerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daersh (Lembaran Daerah Tahun 2014. Nomor
72, Tambahan Lembaran Daerah Nomer 70381);

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dacrah
Kota Tual; . ' o

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah Tahun 2017

Peraturan Daerah Kata Tual Nomor 06 Tehun 2016 tentang Hak Kevangan dan Adminiseratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual (Lembaran Dasrah Kota Tual Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan
Lermbaran Daerah Kota Tual Nomor 7104;

Demgan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
. dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAIV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal i
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeruh Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rpb676.729.920458 00 bertambah sejumlah
Rp56.009.917.562,48 sehingga menjadi Rp732.739.838.020,48 dengan rincian sebagai berikut :

1. “Pendapatan Daersh

a. Semula Rp 625.354.999.761,00
b, Bertamhah / {Berkurang) _Rp 367579125650 0
_ «Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 662.112,912,325, 10
2. Bclanja Daerah _
a. Semula ' Rp 676729.920.458,00

b, Bertambah / (Berkurang) B ..26.009917 56248

- Jumlah Belanja Setelah Peruba han Rp 732.739.838.020 48

Surplus /[ Defisit | Setelah Perubahan Rp [70626.925.694,4 '8)

3. Pembiayraan Daerah:

a Pcenerimaan

1). Semula Rp 92.374.920.697.00

2). Bertambah / {Berkurang) _Rp 18.252.004.997 48
“Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan o Rp 70.626.925694,48

b. Pengeluaran

1). Semuia : Rp  1.00G.000.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) (Rp  10G0.000.000;,00)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perybahan . R 000
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubsahan : | ~ _Ep ?Dt526925.694,48




1)

(2)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perybahan -

Pagat 2

Pendapatan Daerah sebagaimana diraksud dalam Pasal 1 terditi dari:
a Pendapatan Asli Daersh

1). Semula Rp  21.911.322.661,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp 11.156.865.565,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubhahan

Dana Perimbengan

1. Scmula Rp  526.350.097000,00
2), Bertambah / (Berkurangj Rp 2.239058,000,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1}, Semula Bp  77.093.580.100,00

2). Bertambah / (Berkurang) Rp 23.361.989.000, 00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a terdiri dari Jenis pendapatan ;

a. Pajk Daerah

I). Semula Rp 2.878.322.000 00

2). Bertambeh / (Berkurang) Rp 1.152.594.%716,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan

o4

_Rp 0,00

Rp 33.068,188,226, 00

Rp 528.589.155,000,00

Rp 100.455569.100, .90

Rp _4030916.716.00




b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 4,882.025.000,00

2}. Bertambah / (Berkurang] Fp 0,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 4882025.000,00
¢. Hasil Pengelolaar Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1), Semula Rp 1.681.115.661,00

2). Bertambah / (Berkurang] _Rp (,00

Jumlah Hasil Pengelolasn Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rey 1.681,115.661,00

A S e el et tm—

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp 12.469.860.000,00
2). Bertambah / {Berkurang] Rp 10,004.270.849, 00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asl Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp 27.474130849.00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bag Hasil

1. Semula Rp 9.976.370.000,00

2). Bertambah / {Berkurang) . {Rp._ 216.845.000 00}

Jumlah Dane Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 9.759.525.000,00
b Dana Alokasi Umum

1). Sernula Rp  383.782.891.000,00

2. Bertambal / [Berkurang) _[Rp __3.370.916.000 00)

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp .380.411.975.000.0 0
¢. Dana Alokasi Khusus

1), Semula K Rp  132590.836.000,00

2). Bertambah / (Berkurang _Rp  5.826819.000,00

Jurniah Dana Alckasi Khusus Setelah Perubahan ' Rp 138:417.655.000,00




(44 ~ Lain-lain pendapatan daerah yang ssh sebagaimana dimaksud pada ayat (}} hurufc terdiri dari jenis pendapatan :

a Pendapatan Hibah

1 Semula Rp 1.095.000.000,00

2). Bertambah / [Berkurang) Ep  15.000.000.000,.00

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp 20095,000000.00
b Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

1. Semula Rp 5.828.537.100,00

2). Bertarmbah / (Berkurang) Rp 4.361.989.000,.N3

Jumlah Dana Bagl Hasil Pajak Setelan Perubahan R 10.190.526.100,.00
¢. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

1). Semula : Rp 70170.043,000,00

2). Bertamhah / [Berkurang] Rp + 0,00

Jumnliah Dana Penyesuaian Jdan Otonomi Khiusus Setelah Perubahan Rp 70.170.043.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah setagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dari:

4 Belanja Tidak Langsung

1). Senmula Bp  254.339.071.100,00

2). Bertambah / (Berkurang) Rp  12.106.824.68452)

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Fp 242,232 246 415,48
b. Belanja Langsung .

1. Semula Rp 422.390.849.358,00

2). Bertambah / {Berkurang) | Rp_ 68.116.742.247,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 490.507.591605,00




2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdini dar jenis belanja :

a9

Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Tak Terdugs Setelah Perubahan
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1). Semula Rp 163.165.529.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) {Rp_ 18.625.909.484,52)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Belanja Subsidi

1} Semuia. -‘Rp 1.900.000.000,00
2], Bertarnbah / [Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan

Belanja Hibah

1). Sermula Rp 19.523.700.000,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp 4.777.548.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan

Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 0,00
2). Bertambah / (Berkurang) _Rp .00
Jumlah Belanjs Bantuan Sosial Sctelah Peru bahan

Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula Rp 65.749.842.100 00
2). Bertambah / (Berkurang) _Rp 4.741.536.800,00
Jumlzh Belanja Bantuan Keuangan Setelab Perubahan

Belania Tidak Terduga _ _

1J. Semula Rp 4.000.000_600,00
2). Bertambah / {Berkurang) _(Rp__3.000.000.000,00]

Rp

144.539 61951548

Rp

1,900.000.000,00

Kp

24.301,248,000,00

70.491.378900,00

Rp

1.000.000000,00




" {3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin dari jenis belan ja:

g Belanja Pegawai

1. Semula Rp 42.829680.788,00
2). Bertambah / {Berkurang) Rp 4303642.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan o Rp  47.133322 788,00
£ b Belanja Barang dan Jasa
£ 1). Semula Rp  185.018.730.090,00
i 2). Bertambah / (Berkurang) Rp 23001.203,311 00 .
? Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan o Rp 208019.933.40100
¢ ¢. Belanja Modal |
P 1}, Semula Rp 194.542.438.480.00
\
!

2). Bertambah / (Berkurang) : Rp 40.811.896,936,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubshan Rp 235,354.335416.00

REE TS R ey

Pasal 4
(1) Pembiayaen Deerah sebagaimans dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dan.

& Penerimaan Sejumlah

1). Semula _ Rp 52.374.920.697 00

2. Eertamhah_ / {Berkurang) Rp 18.252004.997.48

dJumlah’ Penerimaan 3Setelah Peruy bahan Rp 70.626.925.694 48

: _ .626.925.694,
b. Pengeliiaran Sejumilah

1). Semula _ ' Rp 1000000.000,00

2). Bertambah / (Berkurang) (Rp____1000.000030,00]

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan o Rp ® o




2 (2
o
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Penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdin dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. {SILPA)

1). Semula Rp  52374.920.697,00
2). Bertambah / (Berkurang] Rp 18:252.004.997.48
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Talun Anggaran sebehimnya Setelah Perubahan _Rp  70.626.925.69448

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal (Investasi] Pemerintalh Daerah

1), Bemula Rp 1.000.000.¢00,00

2). Bertambah / {Berkurang) (i 1.000.000.000,.00)

Jumiah Penyertaan modal {investasi] pemerintah daerah Sctclah Perubahan Rp 0,00
Pasal 5

.- Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

=
A

R
¢

Fod

X
Eigh sl
(%4 e

Ry o o
liglloe)

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

Lampiran [ Ringkasan Perubahan APBD .
Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD menurmt Urusan Pemenntahan Daerah dan Organisasi; .
Lampiran il = Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Penerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayan;
Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja memirut Urusan Pemerintah, Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
. Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI  Daftar Perubahan Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per Jahatan: _
Lampiran VI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tefah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Lampiran VIl Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belim diselesaikan -dan dianggarkan kembali dalam

tabun anggaran ini :

Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daserah
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Pasal &

Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota tentang Pen jabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Tahun
Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pagsal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangpal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahikan pengundangan Pc:ranu'an Daerah i dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tual

Ditetapkan di Tual

Diundatigkan di Tual
23 Nopember 2017
] F,RAH KOTA TUAL,

LE MBARAN DERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR G8

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU -
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